
NOMOR : SP DIPA- 001.02.1.000021/2023

TAHUN ANGGARAN 2023

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
DS:8666-8023-0700-0057

1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

A. Dasar Hukum:

1. Kementerian Negara/Lembaga

2. Unit Organisasi

3. Provinsi

4. Kode/Nama Satker

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

: (001) MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

(02): Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

(01): DKI JAKARTA

: (000021) MAJELIS

01 PELAYANAN UMUM
01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Sebesar 652.213.418.000  (  ENAM RATUS LIMA PULUH DUA MILIAR DUA RATUS TIGA BELAS JUTA EMPAT RATUS DELAPAN BELAS RIBU RUPIAH  )Rp.

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

:

Kode dan Nama Program dan Kegiatan : Jumlah Uang

Terlampir

Rp. Rp.

- Hibah Dalam Negeri Langsung

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- Hibah Luar Negeri

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

C. Sumber Dana Berasal Dari :

Rp.

Rp.

Rp.

652.213.418.000 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

- Hibah Luar Negeri Langsung

0

02. PNBP

5. Hibah Langsung

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

1. Rupiah Murni

0

Rp.

PNBP TA Berjalan

0

06. SBSN PBS

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.0

Rp.

0

0

0

0

Rp.

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

Rp.1. KPPN   JAKARTA VII 652.213.418.000(182)
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1.  DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2.  DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3.  DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4.  Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5.  Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6.  Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7.  DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

ISA RACHMATARWATA

Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN

DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

NIP. 196612301991021001

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN

Satker (000021)  MAJELIS:

DS:8666-8023-0700-0057

NOMOR :  DIPA- 001.02.1.000021/2023

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan Rp. 652.213.418.000

CF.1008 Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR Rp. 60.058.948.000

CF.5002 Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR Rp. 406.917.764.000

CF.5003 Pengkajian Kemajelisan Rp. 144.588.237.000

CF.5728 Penganggaran MPR Rp. 25.084.642.000

CF.6487 Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI Rp. 15.563.827.000

1Halaman dari 1



TAHUN ANGGARAN 2023

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (000021):

Halaman : 1I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (001)

(02)

(01)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

DKI JAKARTA

MAJELIS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 001.02.1.000021/2023
DS:8666-8023-0700-0057

001.02.CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan 652.213.418.000Program :

01 Indeks kepuasan Pimpinan MPR RI dan Pimpinan Sekretariat Jenderal MPR RI terhadap layanan Kesekretariatan dan Keprotokolan1.

Kegiatan 1008 Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR 60.058.948.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

1008.AEA Koordinasi 1.987,00 55.237.899.0001Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEA.001 Penerimaan Tamu Pimpinan MPR 1441.00 kegiatan 17.142.726.000

02 AEA.002 Kunjungan Delegasi Pimpinan MPR RI 472.00 kegiatan 34.236.561.000

03 AEA.003 Pelaksanaan Kegiatan Pimpinan Setjen MPR dan Layanan
Protokoler

74.00 kegiatan 3.858.612.000

:

:

kegiatan

1008.AEB Forum 12,00 4.821.049.0002Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEB.001 Temu Tokoh Nasional/Kepemudaan/Keagamaan/Sivitas
Akademika

10.00 forum 993.105.000

02 AEB.002 Pertemuan Tahunan Dengan Lembaga Negara dalam Rangka
Hari Konstitusi

1.00 forum 1.555.429.000

03 AEB.003 Forum Majelis Syuro Internasional 1.00 forum 2.272.515.000

:

:

forum

01 Tingkat partisipasi peserta sosialisasi 4 (empat) pilar MPR1.

02 Indeks Kepuasan Badan Sosialisasi Terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Sosialisasi2.

03 Tingkat pemahaman peserta Sosialisasi terhadap materi sosialisasi 4 (empat) pilar MPR3.

Kegiatan 5002 Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR 406.917.764.000:

:

5002.AEF Sosialisasi dan Diseminasi 728.700,00 406.917.764.0003Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEF.001 Pemasyarakatan Konstitusi Oleh Anggota MPR 680400.00 orang 337.369.138.000

02 AEF.002 Pemasyarakatan Konstitusi Oleh Badan Sosialisasi MPR 48300.00 orang 69.548.626.000

:

:

orang



TAHUN ANGGARAN 2023

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (000021):

Halaman : 2I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (001)

(02)

(01)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

DKI JAKARTA

MAJELIS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 001.02.1.000021/2023
DS:8666-8023-0700-0057

01 Jumlah draft hasil kajian sistem ketatanegaraan yang dihasilkan1.

02 Indeks Kepuasan Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan terhadap Layanan Kesekretariatan Badan Pengkajian dan Komisi Kajian
Ketatanegaraan

2.

Kegiatan 5003 Pengkajian Kemajelisan 144.588.237.000

Indikator Kinerja Kegiatan

:

:

5003.ABC Kebijakan Bidang Politik 4,00 144.588.237.0004Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 ABC.001 Kebijakan Sistem Ketatanegaraan dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pelaksananya oleh
Badan Pengkajian

2.00 Rekomendasi Kebijakan 32.480.651.000

02 ABC.002 Kebijakan Penyerapan Aspirasi Masyarakat, Daerah dan
Lembaga

1.00 Rekomendasi Kebijakan 96.654.980.000

03 ABC.003 Kebijakan Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pelaksanaannya
oleh Komisi Kajian Ketatanegaraan

1.00 Rekomendasi Kebijakan 15.452.606.000

:

:

Rekomendasi Kebijakan, Kajian

01 Indeks kepuasan Badan Penganggaran terhadap layanan kesekretariatan Badan Penganggaran1.

02 Tingkat Pemenuhan Layanan Badan Penganggaran MPR2.

Kegiatan 5728 Penganggaran MPR 25.084.642.000:

:

5728.AEA Koordinasi 159,00 25.084.642.0005Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEA.001 Koordinasi Perencanaan dan Penganggaran MPR 144.00 kegiatan 23.784.597.000

02 AEA.002 Koordinasi Evaluasi dan Penguatan Program Kegiatan MPR 15.00 kegiatan 1.300.045.000

:

:

kegiatan

01 Indeks kepuasan Fraksi dan Kelompok DPD terhadap dukungan Forum Konsultasi serta Dialog Fraksi dan Kelompok DPD1.

01 Indeks kepuasan MPR RI terhadap dukungan pelaksanaan Sidang MPR RI2.

Kegiatan 6487 Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI 15.563.827.000:

:



TAHUN ANGGARAN 2023

I A. INFORMASI  KINERJA

Kode/Nama Satker (000021):

Halaman : 3I A.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (001)

(02)

(01)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

DKI JAKARTA

MAJELIS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 001.02.1.000021/2023
DS:8666-8023-0700-0057

6487.AEB Forum 20,00 8.867.974.0006Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 AEB.001 Forum Dialog Fraksi/Kelompok DPD 10.00 forum 7.150.074.000

02 AEB.U01 Forum Konsultasi Fraksi/Kelompok DPD 10.00 forum 1.717.900.000

:

:

forum

6487.BLA Persidangan Lembaga Legislatif 1,00 6.695.853.0007Klasifikasi Rincian Output

Rincian Output 01 BLA.001 Sidang Tahunan MPR 1.00 sidang 6.695.853.000

:

:

sidang

Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H.
NIP 196704291995031001

Jakarta, 30 November 2022
SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

ttd.



TAHUN ANGGARAN 2023

I B. SUMBER  DANA

2. Rincian Pinjaman / Hibah :

Kode/Nama Satker (000021):

Halaman : 1I B.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (001)

(02)

(01)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

DKI JAKARTA

MAJELIS

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 001.02.1.000021/2023
DS:8666-8023-0700-0057

1. Anggaran Tahun 2023

1. Rupiah Murni

5. Hibah Langsung

2. PNBP

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

6. SBSN PBS

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

652.213.418.000

652.213.418.000

0

0

0

0

0

Pagu Ekuivalen Rupiah

Ket : a. Pinjaman Luar Negeri

e. Hibah Luar Negeri Langsung

b. Hibah Luar Negeri

c. Pinjaman Dalam Negeri

d. Hibah Dalam Negeri

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

(1) Valuta Asing

(1) Valuta Asing

(2) RPLN

(2) RHLN

US$

US$

US$

US$

IDR

IDR

IDR

IDR

0

0

0

0

0

0

0

0

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

0

0

0

0

No. SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH PAGU TAHUN INI RINCIAN  DANA BERDASARKAN DANA PENDAMPING

(dalam ribuan rupiah)

No. NPP/H per Tahun
No. Register

1. Pinjaman Luar Negeri
2. Hibah Luar Negeri
3. Pinjaman Dalam Negeri
4. Hibah Dalam Negeri

1) Mata Uang NPP/H
2) Ekuivalen USD
3) Ekuivalen Rupiah

CARA PENARIKAN

1) PP
2) PL
3) RK
4) LC
5) -

Kode Kode Kode Rp. Pdp Rp.LN Rp.Loc.CostUraian Dana Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah



NOMOR :  DIPA- 001.02.1.000021/2023

TAHUN ANGGARAN 2023

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (000021): Halaman : 1II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (001)

(02)

(01)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

DKI JAKARTA

MAJELIS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:8666-8023-0700-0057

000021 MAJELIS - 652.213.418 - - - 652.213.418

001.02.CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan - 652.213.418 - - - 652.213.418

1008 Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR - 60.058.948 - - - 60.058.948

1008.AEA Koordinasi - 55.237.899 - - - 55.237.899 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 55.237.899- 18255.237.899 -RM01 @

1008.AEB Forum - 4.821.049 - - - 4.821.049 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 4.821.049- 1824.821.049 -RM01

5002 Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR - 406.917.764 - - - 406.917.764

5002.AEF Sosialisasi dan Diseminasi - 406.917.764 - - - 406.917.764 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 406.917.764- 182406.917.764 -RM01 @

5003 Pengkajian Kemajelisan - 144.588.237 - - - 144.588.237



NOMOR :  DIPA- 001.02.1.000021/2023

TAHUN ANGGARAN 2023

II. RINCIAN PENGELUARAN

Kode/Nama Satker (000021): Halaman : 2II.

Provinsi

Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

:

:

: (001)

(02)

(01)

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

DKI JAKARTA

MAJELIS

Kewenangan : (KP) (dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA

BELANJA

PEGAWAI BARANG MODAL
BANTUAN

SOSIAL
LAIN-LAIN JUMLAH

SELURUH

LOKASI/
KPPN

CARA
PENARIKAN/
REGISTER

[51] [52] [53] [57] [58]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:8666-8023-0700-0057

5003.ABC Kebijakan Bidang Politik - 144.588.237 - - - 144.588.237 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 144.588.237- 182144.588.237 -RM01 @

5728 Penganggaran MPR - 25.084.642 - - - 25.084.642

5728.AEA Koordinasi - 25.084.642 - - - 25.084.642 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 25.084.642- 18225.084.642 -RM01 @

6487 Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI - 15.563.827 - - - 15.563.827

6487.AEB Forum - 8.867.974 - - - 8.867.974 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 8.867.974- 1828.867.974 -RM01 @

6487.BLA Persidangan Lembaga Legislatif - 6.695.853 - - - 6.695.853 01 51.

(01.51  DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)

-- 6.695.853- 1826.695.853 -RM01 @

JUMLAH - 652.213.418 - - - 652.213.418

SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H.

ttd.

NIP 196704291995031001

Jakarta, 30 November 2022



TAHUN ANGGARAN 2023

KODE URAIAN SATKER
RENCANA PENARIKAN JUMLAH

SELURUHFEBRUARI MARET AGUSTUSJANUARI

III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN

NO
APRIL MEI JUNI JULI SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

:

Provinsi

MAJELIS

(01)

Unit Organisasi

(000021)

Kementerian Negara/Lembaga

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi(02)

Kode/Nama Satker

(001)

:

:

DKI JAKARTA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

:

1Halaman : III.
(dalam ribuan rupiah)

1 2 3 4 5 6 1110987 15141312 16

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

DS:8666-8023-0700-0057
NOMOR :  DIPA- 001.02.1.000021/2023

0000211. MAJELIS

54.350.96954.350.96954.350.969 54.352.75954.350.969 652.213.41854.350.969 54.350.969 54.350.96954.350.96954.350.969 54.350.96954.350.969RENCANA PENARIKAN DANA

BELANJA BARANG 54.350.969 652.213.41854.350.969 54.350.969 54.350.969 54.350.969 54.350.969 54.350.969 54.350.969 54.350.969 54.350.969 54.350.969 54.352.759

001.02.CF.1008 Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR 5.004.866 5.005.4225.004.8665.004.8665.004.8665.004.8665.004.8665.004.8665.004.8665.004.8665.004.8665.004.866 60.058.948

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

5.004.866 60.058.9485.004.866 5.004.866 5.004.866 5.004.866 5.004.866 5.004.866 5.004.866 5.004.866 5.004.866 5.004.866 5.005.422

001.02.CF.5002 Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar
MPR

33.909.783 33.910.15133.909.78333.909.78333.909.78333.909.78333.909.78333.909.78333.909.78333.909.78333.909.78333.909.783 406.917.764

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

33.909.783 406.917.76433.909.783 33.909.783 33.909.783 33.909.783 33.909.783 33.909.783 33.909.783 33.909.783 33.909.783 33.909.783 33.910.151

001.02.CF.5003 Pengkajian Kemajelisan 12.048.978 12.049.47912.048.97812.048.97812.048.97812.048.97812.048.97812.048.97812.048.97812.048.97812.048.97812.048.978 144.588.237

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

12.048.978 144.588.23712.048.978 12.048.978 12.048.978 12.048.978 12.048.978 12.048.978 12.048.978 12.048.978 12.048.978 12.048.978 12.049.479

001.02.CF.5728 Penganggaran MPR 2.090.378 2.090.4842.090.3782.090.3782.090.3782.090.3782.090.3782.090.3782.090.3782.090.3782.090.3782.090.378 25.084.642

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

2.090.378 25.084.6422.090.378 2.090.378 2.090.378 2.090.378 2.090.378 2.090.378 2.090.378 2.090.378 2.090.378 2.090.378 2.090.484

001.02.CF.6487 Pelaksanaan Tugas Konstitusional
MPR RI

1.296.964 1.297.2231.296.9641.296.9641.296.9641.296.9641.296.9641.296.9641.296.9641.296.9641.296.9641.296.964 15.563.827

52 BELANJA BARANG DAN
BARANG

1.296.964 15.563.8271.296.964 1.296.964 1.296.964 1.296.964 1.296.964 1.296.964 1.296.964 1.296.964 1.296.964 1.296.964 1.297.223

Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H.
NIP 196704291995031001

Jakarta, 30 November 2022
SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

ttd.



(dalam ribuan rupiah)

KODE URAIAN

IV A. B L O K I R

:Provinsi

:

Kode dan Nama Satker

[02]Unit Organisasi

Kementerian Negara/Lembaga

DKI JAKARTA

[000021]

[01]

Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasyarakatan Konstitusi

: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR)

MAJELIS:

[001]

KODE URAIAN

TAHUN ANGGARAN 2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

NOMOR :  DIPA- 001.02.1.000021/2023
DS:8666-8023-0700-0057

Halaman : IV.A. 1

000021 MAJELIS

144.372.946Rp.Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

144.372.94652 Belanja Barang Rp.

001.02.CF Program Penyelenggaraan Lembaga Legislatif dan Alat Kelengkapan

1008 Pelaksanaan Tugas Pimpinan MPR

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.090.100

Tidak ada kegiatan ini di TOR

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.128.396

Rincian RAB blm terlampir

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 33.450

Kegiatannya sama dengan Sos 4 Pilar

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 3.961.481

melebihi SBM

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 16.808.594

Tidak ada kegiatan ini di TOR

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.250

1008.AEA Koordinasi

Kemana Dalam rangka apa

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 641.653

Tidak ada kegiatan ini di TOR

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

5002 Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.699.000

Rincian RAB tidak terlampir

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 2.001.700

Rincian RAB tidak terlampir

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 450.000

Kelebihan jumlah org

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 11.000.087

Rincian RAB tidak jelas

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 7.782.685

Rincian RAB tidak terlampir

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

5002.AEF Sosialisasi dan Diseminasi
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5003 Pengkajian Kemajelisan

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 15.891.200

Jumlah kegiatan tidak jelas dikaitkan dgn jumlah anggota

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 6.810.000

Tusi

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 6.730.000

Rincian RAB tidak terlampir

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 17.381.000

Jumlah kegiatan tidak jelas dikaitkan dgn jumlah anggota

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 1.800.000

Jumlah kegiatan tidak jelas dikaitkan dgn jumlah anggota

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 44.040.000

Jumlah kegiatan tidak jelas dikaitkan dgn jumlah anggota

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

5003.ABC Kebijakan Bidang Politik

5728 Penganggaran MPR

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

5728.AEA Koordinasi

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 125.000

Tusi

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 113.250

RAB tidak terlampir

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

6487 Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR RI

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 125.000

Tusi

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

6487.AEB Forum

521211 Belanja Bahan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 488.000

Rincian RAB tidak terlampir

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 125.000

Tusi

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 850.000

Rincian RAB tidak terlampir

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

522141 Belanja Sewa(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 290.000

Rincian RAB tidak terlampir

6487.BLA Persidangan Lembaga Legislatif
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Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

Rp.Tidak Dapat Dicairkan 5.100

melebihi SBM

Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait

Jakarta, 30 November 2022
SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Dr. Ma’ruf Cahyono, S.H., M.H.
NIP 196704291995031001
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